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Nomor Putusan 
Pengadilan Pajak 

: Put-56858/PP/M.XIA/28/2014

Jenis Pajak : PPh Pasal 21 Final
Tahun Pajak : 2008
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: bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal apakah benar uang pesangon yang terutang PPh 
Final adalah uang pesangon di atas Rp25.000.000,00, Terbanding menyatakan bahwa memang 
benar batasan minimal uang pesangon terutang PPh Final adalah Rp25.000.000,00 dan nilai 
sebesar Rp25.000.000,00 bukan sebagai pengurang. Sebagai contoh apabila terdapat uang 
pesangon sebesar Rp26.000.000,00 maka Dasar Pengenaan Pajak yang terutang PPh Final 
adalah sebesar Rp26.000.000,00 dikalikan dengan tarif terendah 5%;
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No. Jenis Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Nilai Sengketa
1. Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Rp. 42.055.000,00

Jumlah Rp. 42.055.000,00
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No. Jenis Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Nilai Sengketa

1. Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Rp. 42.055.000,00

Jumlah Rp. 42.055.000,00

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding a quo, diketahui alasan koreksi Terbanding pada 
pokoknya adalah:

bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembahasan sengketa nomor BA-369/WPJ.29/
BD.06/2012 tanggal 29 November 2012 diketahui bahwa:

• PPh Pasal 21 Final yang dikoreksi oleh Pemeriksa merupakan pesangon untuk 
pegawai dengan nilai pesangon di bawah 25 juta dan telah dilaporkan dalam SPT 
PPh Pasal 21;

• Atas pernyataan Pemohon Banding tersebut, Pemeriksa menyatakan bahwa 
Pemohon Banding tidak memberikan data nama pegawai yang diberikan pesangon. 
Atas hal tersebut telah diterbitkan Surat Peringatan I dan II dan telah dibuat Berita 
Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen. SPT Masa 
PPh Pasal 21 Pemohon Banding tidak mencatumkan data nama-nama pegawai 
yang menerima pesangon;

• Dikarenakan Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan daftar nama pegawai dan 
besaran pesangon atas pegawai yang dimaksud, maka Pemohon Banding dikenai 
PPh Pasal 21 Final dengan tarif terendah (5%), sehingga diperoleh perhitungan 
sebagai berikut:

•
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Uraian Cfm. WP Cfm. Pemeriksa Cfm. Peneliti
Penghasilan Kena Pajak/DPP - 42.055.000 42.055.000
PPh Pasal 21 Final Terutang - 852.750 2.102.750
Dikurangi
Setoran Masa
Jumlah Perhitungan PPh 
Tidak/Kurang Bayar

- 852.750 2.102.750

Sanksi Administrasi
- Sanksi Bunga Pasal 13 
ayat (2) UU KUP 

- 409.320 1.009.320

Jumlah Sanksi Administrasi - 409.320 1.009.320
Jumlah PPh Yang Masih Harus 
dibayar

- 1.262.070 3.112.070

bahwa sedangkan alasan Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding pada 
pokoknya adalah:

• bahwa biaya pesangon atas nama Sulaiman di bulan November 2008 dilaporkan di SPT 
Masa PPh Pasal 21 Bulan Desember 2008 bersamaan dengan pesangon lainnya yang 
dibayarkan di Bulan Desember 2008;

• bahwa hanya terdapat 2 (dua) orang karyawan penerima penghasilan pesangon di atas 
Rp25.000.000,00 sebesar Rp71.091.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

a) Rp42.055.000,00
b) Rp29.036.500,00

• sedangkan sisanya sebesar Rp387.998.500,00 merupakan penjumlahan dari penerima 
pesangon yang nilai pesangonnya di bawah Rp25.000.000,00;

Nama Penghasilan Bruto Pengecualian Dasar 
Perhitungan

PPh Pasal 21 
Final

Ilmi 29.036.500 25.000.000 4.036.500 201.750
Sulaiman 42.055.000 25.000.000 17.055.000 852.750

71.091.500 50.000.000 21.091.500 1.054.500

• Tidak terdapat Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar karena PPh Pasal 21 
final atas penerima Penghasilan pesangon, Sulaiman sebesar Rp42.055.000,00 telah 
dilaporkan di SPT PPh Pasal 21 Masa Desember 2008 dan telah disetor dengan 
perincian sebagai berikut:
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penghasilan Bruto Pengecualian* Dasar Perhitungan PPh Pasal 
21 Final

Sulaiman 42.055.000 25.000.000 17.055.000 852.750

Total 42.055.000 17.055.000 852.750

*) Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No.112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 
2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang 
Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua 
dimana di dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa "Penghasilan bruto sampai 
dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan dari pemotongan 
pajak" juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 
Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa dan 
Kegiatan Orang Pribadi .

bahwa berdasarkan keterangan para pihak tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pokok 
sengketa Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp42.055.000,00 lebih 
mengarah kepada pembuktian (judex factie);

bahwa oleh karenanya Majelis meminta kepada para pihak terutama kepada Pemohon 
Banding untuk dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan koreksi guna 
dilakukan pengujian bukti dengan Terbanding;
bahwa atas hal tersebut para pihak telah melakukan pengujian bukti pada tanggal 18 Februari 
2014 sampai dengan 4 April 2014 dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Uji Bukti 
yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

URAIAN SENGKETA

PPh Pasal 21 Final atas pesangon yang dibayarkan sebesar Rp42.055.000,00 di bulan 
November 2008 tidak disetor dan dilaporkan di SPT MASA PPh Pasal 21 bulan November 
2008, sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 final termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar Rp3.112.070,00 (Terbanding menghitung PPh Pasal 21 
Final dengan tidak mengurangi dengan Rp25.000.000,00 yang dikecualikan dari pemotongan 
pajak).

BUKTI YANG DISAMPAIKAN PEMOHON BANDING

Bukti Kas Keluar asli yang dilampiri bukti pendukung yang menunjukkan pembayaran 
pesangon kepada Sulaiman sebesar Rp42.055.000,00 di bulan November 2008.

URAIAN HASIL PENGUJIAN BUKTI YANG DISAMPAIKAN PEMOHON 
BANDING

MENURUT PEMOHON BANDING

PPh Pasal 21 final atas pesangon yang dibayarkan kepada karyawan Sulaiman sebesar 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp42.055.000,00 di bulan November 2008 telah disetor dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 
21 Masa Desember 2008 sehingga tidak terdapat kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 
final (NIHIL).

Bukti Kas Keluar (Cash Payment Voucher) adalah merupakan dokumen internal yang 
dibuat oleh perusahaan termasuk dalam hal ini Pemohon Banding. Bukti pendukung berupa 
kwitansi penerimaan uang pesangon yang ditanda tangani oleh karyawan penerima 
pesangon.

Pemohon Banding telah menerapkan konsep matching antara revenue dan expense dimana 
pesangon adalah biaya bagi perusahaan (Pemohon Banding) dan bagi yang menerima 
pesangon adalah pendapatan dan telah dipotong PPh Pasal 21 Final dari selisih kelebihan 
Rp42.055.000,00-Rp25.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 
KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, 
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Sehubungan Dengan 
Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

MENURUT TERBANDING

Berdasarkan Bukti-bukti dan dokumen berupa Kas Keluar, Kwitansi Pembayaran, dan 
Daftar Nama Penerima Pesangon yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding 
berpendapat : 

bahwa Pemohon Banding telah mengakui terdapat pembayaran pesangon yang merupakan 
Obyek PPh Pasal 21 Final atas Pesangon. Di samping itu, bukti pendukung yang diberikan 
hanya berupa Bukti Kas Keluar yang merupakan bukti yang dibuat sendiri oleh Pemohon 
Banding dan beberapa transaksi yang disertai dengan kuitansi atau bon tulisan tangan di atas 
kertas polos dengan penerima adalah perorangan. Atas transaksi yang hanya didukung oleh 
bukti internal tersebut, Terbanding tidak dapat meyakini keabsahannya sehingga tetap 
mempertahan koreksi yang telah dilakukan.

bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal dasar hukum yang digunakan untuk 
menentukan batas minimal penghasilan pesangon yang menjadi objek Pajak PPh Pasal 21 
Final, Terbanding menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan 
Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;

bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 pada pokoknya 
menyatakan;

Pasal 1
Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang 
bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.

Pasal 2

(
1
)

Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dipotong Pajak 
Penghasilan sebagai berikut: 
Penghasilan bruto di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 
dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen). 

a. Penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh 
persen) 

b. Penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas 
persen) 

c. Penghasilan bruto di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
sebesar 25% (dua puluh lima persen)

(
2
)

Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
apabila penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 jumlahnya 
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut;
• Daftar nama penerima pesangon tahun 2008;
• Bukti Kas Keluar;
• Kuitansi atas nama masing-masing karyawan penerima pesangon;
• Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 Masa November 2008;
• Bukti Penerimaan Negara atas SSP PPh Pasal 21 Masa November 2008;
• SPT PPh Pasal 21 Masa November 2008;
• SSP PPh Pasal 21 Masa Desember 2008 (2 lembar);
• SPT PPh Pasal 21 Masa Desember 2008;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Daftar nama penerima pesangon tahun 2008, 
Bukti Kas Keluar serta Kuitansi atas nama masing-masing karyawan penerima pesangon 
diketahui hal-hal sebagai berikut:

• jumlah penerima pesangon adalah sebanyak 31 orang karyawan dengan jumlah total 
pesangon yang diberikan adalah sebesar Rp459.090.000,00;

• terdapat 2 (dua) orang karyawan yang menerima pesangon dengan jumlah lebih dari 
Rp25.000.000,00 yaitu atas nama Sulaiman S. sebesar Rp42.055.000,00 dan Ilmi 
sebesar Rp29.036.500,00 dengan jumlah total Rp71.091.500,00;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa pembayaran pesangon atas nama Sulaiman S. sebesar Rp42.055.000,00 
dibayarkan pada tanggal 1 November 2008 sedangkan atas nama Ilmi sebesar 
Rp29.036.500,00 dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2008;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 Masa 
November 2008, Bukti Penerimaan Negara atas SSP PPh Pasal 21 Masa November 2008, SPT 
PPh Pasal 21 Masa November 2008 diketahui bahwa Pemohon Banding belum memotong, 
menyetor dan melaporkan pembayaran pesangon atas nama Sulaiman S. sebesar 
Rp42.055.000,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2008;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap SSP PPh Pasal 21 Masa Desember 2008 (2 
lembar) diketahui bahwa pada SSP pertama, Pemohon Banding menyetor dengan uraian 
pembayaran PPh Pasal 21 Bulan Desember 2008 sebesar Rp1.435.900,00, sedangkan pada 
SSP kedua, Pemohon Banding menyetor dengan uraian pembayaran PPh Pasal 21 atas 
Pesangon bulan Desember 2008 sebesar Rp1.054.500,00 (5% x (Rp71.091.500,00- 2
(Rp.25.000.000,00));

bahwa berdasarkan SSP PPh Pasal 21 Masa Desember 2008 a quo serta SPT PPh Pasal 21 
Masa Desember 2008 diketahui bahwa pembayaran pesangon atas nama Sulaiman S. sebesar 
Rp42.055.000,00 disetorkan PPh Pasal 21 Final-nya sebesar Rp1.054.500,00 pada tanggal 12 
Januari 2009 di Bank Mandiri cabang Community Kuala Kapuas, serta dilaporkan dalam SPT 
PPh Pasal 21 Masa Desember 2008;

bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan serta Berita Acara Uji Bukti a 
quo diketahui bahwa terdapat perbedaan cara perhitungan PPh Pasal 21 Final antara versi 
Terbanding dengan versi Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan tabel penghitungan PPh Pasal 21 Final versi Terbanding diketahui 
besarnya PPh Pasal 21 Final menurut Terbanding adalah Rp2.102.750,00 (5% x 
Rp42.055.000,00);

bahwa sedangkan menurut Pemohon Banding besarnya PPh Pasal 21 Final atas pembayaran 
pesangon yang diberikan kepada Sulaiman S. sebesar Rp42.055.000,00 adalah sebesar 
Rp852.750,00 (5% x (Rp42.055.000,00–Rp25.000.000,00))

bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 a quo pada 
pokoknya menyatakan;

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang 
pesangon dengan jumlah Rp60.000.000,00. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Penghasilan bruto Rp60.000.000,00

Dikecualikan dari 
pemotongan

Rp25.000.000,00 (-)

Penghasilan dikenakan pajak Rp35.000.000,00
PPh Pasal 21 terutang :
5% X Rp.25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
10%X Rp.10.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (+)

Rp2.250.000,00

bahwa dengan demikian diketahui cara perhitungan PPh Pasal 21 Final, maupun pemotongan 
dan penyetoran atas pembayaran uang pesangon sebesar Rp42.055.000 oleh Pemohon 
Banding telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 149 
Tahun 2000 aquo;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat 
koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Final Masa November 
2008 sebesar Rp42.055.000,00, tidak dapat dipertahankan;
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